BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan wajib dibidang
pelayanan dasar antara lain, di bidang Kesehatan maka
perlu dibentuk sarana/prasarana pelayanan kesehatan
dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah;

bahwa sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kualitas
dan kuantitas pelayanan Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di  bidang
kesehatan, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kasongan, sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan dan RSUD Mas Amsyar
Kasongan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar

Kasongan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indensia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2008);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR
KASONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Katingan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya
disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada semua bidang dan jenis penyakit.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur
adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan.
Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai
dengan fungsinya.

Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri
dari ketua dan staf medik fungsional.

Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang
bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab
kepada ketua Komite Medik.

Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang
anggotanya terdiri dari perawat dan bidan.

Satuan Pengawas Internal adalah Kelompok Pejabat Fungsional yang
berfungsi melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan
sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka
kredit.
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13. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Mas Amsyar Kasongan yang meliputi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang,
Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Instalasi, Komite Medik,
Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Internal.

14. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD, adalah
Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

15. Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut
BPJS Kesehatan, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan
khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri
Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis
Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun
rakyat biasa.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD dengan nama RSUD Mas
Amsyar Kasongan.

(2) RSUD dibentuk dan ditetapkan dengan Kelas C.

(3) RSUD dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. v

(4) Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) RSUD merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan. 7

(2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna
dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan
yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan
yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
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Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD
mempunyai fungsi :

RO Q0T

(1)

(2)

(1)

(2)
3)

(4)
()

pelayanan medis;

pelayanan penunjang medis dan non medis;

pelayanan asuhan keperawatan;

pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,;

pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pemasaran;
pengelolaan administrasi, keuangan, hukum dan kehumasan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD terdiri atas :
a. Direktur;
b. Bagian Kesekretariatan, terdiri atas:
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Humas;
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
c. Bidang Pelayanan, terdiri atas:
1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
2. Seksi Keperawatan.
d. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
2. Seksi Rekam Medik.
e. Bidang Keuangan, terdiri atas :
1. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi;
2. Seksi Verifikasi dan Anggaran.
f. Instalasi
g. Komite Medik
h.Komite Keperawatan
i. Staf Medik Fungsional
j. Satuan Pengawas Intern
k. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja RSUD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerabh ini.

Pasal 7

Bagian Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
Kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Kesekretariatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
Ketentuan mengenai jenis dan jumlah jabatan fungsional diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
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(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(1)
)

(3)
(4)

(1)

)

)
4

(1)
@)

Bagian Kedua
Instalasi
Pasal 8

Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional di
RSUD.

Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan
pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.

Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional di
bidangnya.

Kepala Instalasi ditetapkan oleh Direktur.

Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi
dan Kepala Bidang masing-masing.

Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan
dan kemampuan RSUD.

Bagian Ketiga
Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan dan Satuan
Pengawas Internal
Paragraf 1
Komite Medik dan Staf Medik Fungsional
Pasal 9

Komite Medik dipimpin oleh Ketua Komite Medik yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun
Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan
etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional,
dan mengembangkan program pelayanan.

Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur.

Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok Kerja Khusus
untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas Pejabat Medik
Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Direktur.

Pasal 10

Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan, serta
penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan
berdasarkan keahlian.

Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih
oleh anggota kelompoknya.

Ketua kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.

Paragraf 2
Komite Keperawatan
Pasal 11

Komite Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun
Standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan
pembinaan etika profesi keperawatan.
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(3) Ketua Komite Keperawatan dipilih dari Pejabat Perawat Fungsional.

(4) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur.

(5) Komite Keperawatan dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok Kerja
Khusus untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas Pejabat
Perawat Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Intern
Pasal 12

(1) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Satuan Pengawas Internal bertugas membantu Direktur dalam
melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumber daya
RSUD.

(3) Kepala Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur.

(4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja
Pasal 13

Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan RSUD diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB V
POLA PENGELOLAAN BLUD
Pasal 14

(1) BLUD dipimpin oleh Pimpinan BLUD. ~

(2) Pimpinan BLUD dijabat rangkap oleh Direktur. v

(3) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

(1) RSUD dalam melaksanakan teknis pelayanan kesehatan mempunyai
hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesechatan
Kabupaten Katingan. /

(2) RSUD dalam pelaksanaan pelayanan keschatan mempunyai hubungan
jaringan pelayanan terkait dengan pihak lain. -

Pasal 16

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan
pengawasan terhadap pekerjaan pada unit kerja di lingkungan RSUD dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku apabila ada penyimpangan.

Pasal 17
Semua unit kerja di lingkungan RSUD dalam melaksanakan tugasnya wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipatif,
perubahan berkelanjutan dan berorientasi kepada pelanggan.

Page 7 of 11



Pasal 18

Semua pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD berkewajiban menjadi
teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan
bimbingan.

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib
diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan
lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

(1) Setiap unit kerja mengadakan rapat berkala dalam rangka koordinasi dan
pemberian bimbingan kepada bawahan.

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku apabila ada penyimpangan.

Pasal 21

Tata hubungan kerja antar unit kerja di lingkungan RSUD diatur oleh
Direktur.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 22

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah.

(2) Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Direktur merupakan jabatan struktural eselon Illa.

(5) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IlIb.

(6) Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon
IVa.

(7) Kepala Instalasi, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan,
KetuaStaf Medik fungsional, dan Ketua Satuan Pemeriksaan
Internalmerupakan Jabatan Non Struktural.

BAB VIII

PENGANGGARAN
Pasal 23

Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal,27 April 2016

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal .28 April 2016
SEKR S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
NIKODEMUS

1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:52/2015
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAS AMSYAR KASONGAN

I. UMUM
RSUD Mas Amsyar Kasongan merupakan rumah sakit milik Daerah

dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
sehingga harus senantiasa ditingkatkan dalam semua aspek pelayanan
kesehatan, baik kelembagaan, sumber daya manusia serta aspek-aspek
pelayanan kesehatan lainnya, agar mampu memberikan pelayanan
kesehatan seoptimal mungkin.

Dari aspek kelembagaan pada saat ini RSUD Mas Amsyar Kasongan
merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan sebagai Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, sehingga perlu
ditingkatkan kedudukannya menjadi Lembaga Teknis Dinas berbentuk
Badan, menuju rumah sakit yang mandiri dan mempunyai daya saing
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari aspek kemampuan memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 659/
Menkes/SK/VI[/2008 Tanggal 16 Juli 2008, Tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kasongan, pada saat ini RSUD Mas Amsyar Kasongan telah menjadi
rumah sakit kelas C.sehingga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur Rumah Sakit Umum
Daerahserta Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan
yang mengatur kelembagaan RSUDKasongan sudah tidak sesuai lagi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan yang mengatur kelembagaan
RSUD Mas Amsyar Kasongan, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan
masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
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Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Jaringan pelayanan terkait dengan pihak lain adalah Badan
Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) maupun Rumah Sakit
lainnya.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Semua unit kerja di lingkungan RSUD Mas Amsyar kasongan harus
menerapkan prinsip partisipatif, perubahan berkelanjutan dan
berorientasi kepada pelanggan, hal ini dalam rangka mengantisipasi
tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keschatan, serta
senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan
dan/atau pasien).
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 32
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 APRIL 2016

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN

DIREKTUR

_ | _

KEPALA BIDANG
KEPALA BAGIAN KEPALA BIDANG PERENCANAAN, KEPALA BIDANG
KESEKRETARIATAN PELAYANAN PENGEMBANGAN DAN KEUANGAN
REKAM MEDIK

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
—| KEPEGAWAIAN DAN HUMAS - PELAYANAN DAN = PERENCANAAN DAN | PERBENDAHARAAN
PENUNJANG MEDIK PENGEMBANGAN DAN AKUNTANSI
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
| | PERLENGKAPAN DAN L KEPERAWATAN B REKAM MEDIK | VERIFIKASI DAN
RUMAH TANGGA ANGGARAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

_ L ] | |

INSTALASI KOMITE MEDIK KOMITE SATUAN PENGAWAS STAF MEDIK
KEPERAWATAN INTERN FUNGSIONAL

i
i

H. AHMAD YANTENGLIE





